ABSTRAK

Syarifah ‘Aini: Dekonstruksi Pengaturan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya
Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur

Salah satu tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas)
tahun pada revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan menghindarkan
perkawinan di bawah umur dan menghilangkan diskriminasi pada pria dan wanita.
Namun pada kenyataannya, perkawinan usia di bawah umur tetap mencapai grafik
yang cukup tinggi di Indonesia. Pengaturan tertulis pada materi muatan Pasal 7 Ayat
(2) tentang dispensasi kawin secara de facto menjadi tidak efektif untuk menekan
angka perkawinan di bawah umur, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ambiguitas karena adanya muatan yang kontradiktif pada aturan tertulis itu sendiri
yang tetap memberikan “peluang” perkawinan di bawah umur dengan mengajukan
permohonan dispensasi kawin ke lembaga peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan Pasal 7 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap
permohonan dispensasi kawin, Sinkronisasi Undang-undang yang mengatur usia
perkawinan dengan Undang-undang yang mengatur usia dewasa, Adanya frasa
kontradiktif antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 (ayat) (2) Undang-undang No 16
Tahun 2019, dan menganalisis dekonstruksi yuridis Pasal 7 ayat (2) sebagai upaya
menurunkan angka perkawinan di bawah umur.

Untuk menjawab Permasahan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori
Negara Hukum sebagai teori utama, Teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum
sebagai teori menengah, serta Teori Perubahan Hukum dan Teori Dekonstruksi
sebagai teori aplikasi.

Penelitian ini berjenis kualitatif, menggunakan metode diskriptif analitik,
dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi
dan kepustakaan, analisis data dengan teknis analisis isi dan dekonstruksi;

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dampak dari perubahan Pasal 7 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah semakin tingginya angka perkawinan
di bawah umur dan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke
Pengadilan Agama, 2) Terjadi ketidaksinkronan dan disharmoni antara Undang-
undang yang mengatur usia perkawinan dengan peraturan Perundang-undangan lain
yang mengatur usia dewasa. 3)Terdapat materi muatan kontradiktif pada Pasal 7
Ayat (1) dan Ayat (2) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas
sehingga tujuan revisi Undang-undang untuk meningkatkan kualitas perkawinan
dengan menghindarkan perkawinan di bawah umur sulit untuk dicapai. 4)
Diperlukan dekonstruksi normatif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun
2019 dengan cara menghilangkan dari materi muatan Undang-Undang agar tidak
menimbulkan ambiguitas dan tercapai kepastian hukum, atau setidaknya frasa
“alasan yang mendesak” harus dibaca “menikah adalah jalan terakhir sebagai
perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak™ agar tidak ada lagi perkawinan di
bawah umur yang dilegalkan melalui Pengadilan tanpa ada pembatasan yang ketat
terhadap alasan yang sangat mendesak sehingga angka perkawinan di bawah
umur dapat turunkan.



ABSTRACT

Syarifah ‘Aini: Deconstruction of Marriage Dispensation Regulations post
revision of Law Number 16 of 2019 on Marriage as an Effort to Reduce the Number
of Underage Marriages.

One of the objectives of setting the marriage age to 19 (nineteen) years in the
revision of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage
is to improve the quality of marriage by preventing underage marriage and
eliminating discrimination against men and women. However, in reality, the
underage marriage age continues to reach a fairly high graph in Indonesia. The
written regulations in the material content of Article 7 Paragraph (2) concerning
marriage dispensation have de facto become ineffective in reducing the number of
underage marriages, and have given rise to legal intimidation and ambiguity due to
the contradictory content of the written regulations themselves which still provide
an "opportunity" for underage marriage by submitting a marriage dispensation
application to a marriage institution.

This study aims to analyze the impact of changes to Article 7 paragraph (1) of
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage on applications for marriage
dispensation, synchronization of laws regulating the age of marriage with laws
regulating the age of adulthood, the existence of contradictory phrases between
Avrticle 7 paragraph (1) and Article 7 (paragraph) (2) of Law Number 16 of 2019,
and analyzing the legal deconstruction of Article 7 paragraph (2) as an effort to
reduce the number of underage marriages.

To answer this research problem, the researcher uses the Theory of the Rule of
Law as the main theory, the Theory of Legal Certainty and Utilization as an
intermediate theory, and the Theory of Legal Change and Deconstruction Theory as
application theories.

This research is qualitative, using analytical descriptive methods, with a
normative juridical approach, data collection techniques through documentation and
literature, data analysis using content analysis and deconstruction techniques.

The results of the study show: 1) The impact of the changes to Article 7
Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 is the increasing number of underage
marriages and the increasing number of applications for marriage dispensation
submitted to the Religious Court, 2) There is a lack of synchronicity and disharmony
between the Law that regulates the age of marriage and other laws and regulations
that regulate the age of adulthood. 3) There is contradictory material in Article 7
Paragraph (1) and Paragraph (2) which creates legal uncertainty and ambiguity so
that the aim of revising the Law to improve the quality of marriage by avoiding
underage marriage is difficult to achieve. 4) It is necessary to deconstruct the
normative Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 by removing it from
the contents of the Law so that it does not cause ambiguity and legal certainty is
achieved, or at least the phrase "urgent reasons™ should be read as "marriage is the
last resort as protection and the best interests of children” so that there are no more
underage marriages that are legalized through the Court without strict restrictions on
very urgent reasons so that the number of underage marriages can be reduced.
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